! BABIII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

-an-lembaga-swadaya masyarakat perempuan sebagai pendamping korban
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, adalah sebagai sarana penyedia
data dan informasi tentang persoalan perempuan dan anak, dan membantu
semaksimal mungkin mengatasi berbagai masalah yang dialami perempuan

korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pelayanan terpadu meliputi

| penanganan psikologis dan spiritual, hukum, medis, dan sosial ekonomi bagi
korban kekerasan berbasis jender melalui mekanisme rujukan secara
komprehensif dan berkesinambungan, dengan pembiayaan dibebankan kepada
pemerintah.
Peran lembaga swadaya masyarakat perempuan memberikan dampak
s positif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu korban menjadi lebih
mengerti apa dan bagaimana yang harus korban lakukan, dan korban tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi tidak takut dan lebih berani
lagi untuk melaporkan dan meneruskan kasus kekerasan yang terjadi melalui
jahar hukum.
2. Kendala yang dihadapi oleh lembaga swadaya masyarakat perempuan dalam
proses penegakan hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga diantaranya:

a. Masih minimnya fasilitas yang tersedia dalam upaya pendampingan.
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b. Kurangnya tenaga ahli dalam hal penanganan tindak kekerasan dalam
rumah tangga.
¢. Ketidakseriusan korban dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang

menimpa mereka, dikarenakan korban tidak pernah datang lagi ke

lembaga swadaya masyarakat tersebut untuk memberikan keterangan

selanjutnya.

B. Saran

a.

Pemerintah dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih ditingkatkan lagi dan
melibatkan segenap elemen yang ada dalam masyarakat.

Melakukan kerjasama dan saling tukar informasi antara pihak aparat penegak
hukum dengan lembaga swadaya masyarakat perempuan dalam mendampingi
korban kekerasan dalam rumah tangga.

Melakukan pengenalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat melalui
pendidikan formal sedini mungkin.

Melakukan pengenalan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui berbagai
macam forum maupun kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat
seperti kelompok PKK, Dharma Wanita, arisan bapak-bapak.

Diharapkan para pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan

kekerasan dalam rumah tangga dapat menjalankan tugas dan fungsinya
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masing-masing sesuai apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Melakukan sosialisasi keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat sehingga jika
terjadi kekerasan dalam rumah tangga korbannya sudah mengerti
penanganannya.

. Diharapkan agar para korban kekerasan dalam rumah tangga tidak segan-

segan untuk melaporkan kasus yang dialaminya, agar cepat mendapatkan

jalan keluar atas masalah yang dialaminya.
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